
BUPATI SINTANG
PROVINSI I(ALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENSINTANG
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

NoMoRIITAHUN2}2LTENTANGANGGARANPENDAPATAN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SII.ITANG,

bahwaberdasarkanPasa-l16lPeraturanPemerinta}rNomor12Ta}rr'rrr20lgtentangPengetolaanKeuanganDaerailildaillguna
penyesuaiandengaape.temtla.'ga..yangtida}sesuaidengalasumsikebijakanumr.rrnAnggaranPendapatandallBelanja
Daerah, keadaan yang menyebab-kun 

"p.rl"."r* antar unit organisasi, antara kegiata, da:r antar jenis belanja, keadaan yang

menyebabkan sisa lebih t"h,r" ;;;;J ";;elumnya 
harus _dig;-.;" untuk p-embiayaan daram tahun anggaran berjaranl

maka perlu dilakukan p"rourrr-.ri?t"" peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 11 Tahun 2o2! te1,-tal,g Anggaran

"""LoTrr" 
am Belanja Daerah Kabupaten SintarrgTahut Anggarat 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11

Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;

h,.
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Mengingat: ...



Mengingat 1. undang-undalg Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

pembentukarr Daeral Tingkat II Di Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9' Tambahan

l,embaran Neeara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagsi Undan!-Undang (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan t,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

undang-undang Nomor 17 Ta-hun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaiaraan Negala (l€mbaral Negafa Republik lndonesia Tahun 2oo4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaa,n Pembaiguna! Nasional (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tamba-han I,embarart Negara Republik Indonesia Nonor 4421l.;

undarg-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberaPa kali terakhir

dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun ZOrs lrcmuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o15 Nomor 58, Tambahan

Irmbaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5679);

undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undarrg-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentfirrg Hubungan Keuangan Antara Pemerinta-h Pusat Dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negia Republik Indonesia Tahun 2cl22 Nofior 4,'farnbal.an kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

peraturan pemerintah Nomor 1o9 Tahun 20oo tentang Kedudukan Keuangan Kepa-la Daerah Dan walil Kepala Daerah

(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ooo Nomor 210, Tambahal t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Peraturan ...



g.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaanKeuanganBadlnrlvananUmum(IembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 4g, Tambahan L*bu,-r"r, N"g.r^ nep:uttitr Indonesia Nomor 45o2) sebagaimana telah

diubahdenganPeraturanPemerinta-hRepubliklndonesial.lomorz+Tahun2ol2tentangPerubaharrAtasPeratu'ran
pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bada! Layanan umum (kmbaran Negara Republik

Tndonesia Tahun 20 1 2 Nomor 1 7 i , Tambah; Lembara-n Nega,ra Repubtik Indonesia Nomor 5340) ;

10. pel.aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2005

Nomor 137, Tarnbaharl l,€mbaJan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2oog tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (kmba-ran Negara Republik lndonesia

Tahun 2oo7 Nomor 18, Tambahan Lembajan NegaIa Republik Indones"ia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengal Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tenta-ng Perubaha-n Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2oo9 tentang Bantuan Keuangan Pafiai Politik (Lembaran Negla Republik Indonesia Tahun 2o 1 8 Nomor 1 ' 
Tambahar

Lembaral Neqara Republik Indonesia Nomor 6177);

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tahun 2010 Nomor l23,Tarnbahan Lembaran

13. peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dall Pengawasan Penyelenggaraa'n Pemerintah ,Daerai

(I/embaranNegaraRepubliklndonesiaTa-hun2olTNomorT3,TambahanLembararrNegalaRepubliklndonesiaNomor604l);

14. peratlrran pemerintah Nomor 1g rahun 2017 tentang Hal< Keuangan Da! Administrasi Pimpina:r Dan Anggota Dewa'n

Perwakilan Rakvat Daerah (I,embararl Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2ol8 tentang Pelaksanaan Tugas Dan wewenang Gubernur

pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

622fl;

16. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbarar Negara Republik Indonesia

Taiun 2019 Nomor 42, Tamba-han Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Sebagai Wa.kil Pemerintah
Republik Irrdonesia Nomor

17. Peraturarl ..-



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

21. Peraturan Menteri Dalam Negert

Republik Indonesia Tahun 2O2O

tentang LaPoran Dan Evaluasi

Nomor 52, Tambahan Lembaran
Penyeleng garaafl Pemerintahan Daerah

Negaia Republik Indonesia Nomor 6323\;

1g. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 75fl;
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita

19. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2oL7 tett.ang Pengelompokan Kemarllpua]r Keuangan Da€rah serta

pelaksanaa-n Dan pertanggungjawaban Dana operasional (Berita Negla Republik Indonesia Tatrl]I 2017 Nomor i067);

20.PeraturarrMenteriDalamNegeriNomor36Tahun2olstentangTataca.raPenghitungal,PenganggalanDalamAnggalan
pendapatan DaI Belalja oi"."t, O* Tertib Administrasi eIng"i,rut, PenyJu.an, Dan Laporan Pertanggungiawaban

penggunaan Bantuan Keuangan partai politik (Berita Negara Repruiii rrrdo.r""i^ r*r',rn 2018 Nomor 630) sebagaimana telalL

diubah denga, peraturan ,"i 
"a 

o.t.* Neg"ri Nomo. 78 Tahun 2o2o (Berita Negara Republik Indonesia Ta-hun 2020 Nomor

17771;

Nomor 77 Tarrun 2O2O tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Nomor 7781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2oll Nomor

22.Perall]ranMenteriDalamNegedNomorgTahun2o2ltert'tAllg.latAcafaEvaluasiRancaaganPeraturanDaerahtentang
Anggara! pendapata_n ,"Il g'"lrllj" Daeral, Rancangan P".^t r"..n Daerah tentang Perubahan Anggafan Pendapatan Dall

Belanja Daerah, Rancangan pe.atir.an Kepala Daerah t"rt"rrg e"nj"b..an Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da€rah' Da.Il

Rancarga-n peraturalr Kepara Daerah tentang penjabaran p"rl,f,*rn a.rgg"ran rendapatan oalr Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 "tahut 2o2l terlfjljrlg Pedomal Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belallja

Daeralr Tahun An ggaran zozi leeita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Tahun 2oll tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan BangrLnan (Lembaran

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

25. Peraturan '..



25. peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (l€mbaran Daerah Kabupaten sintang

Tahun 2011 Nomor 2, TambahaJr Lembaran Daerah Kabupaten SinLg Nomor 2) sebagaimana telah diubal beberapa kali

terakhir dengal Peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 3 Tahun 2O2O (kmbaran Daerah Kabupaten sintang Tahun

2O2O Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2ol2 tentang Retritrusi

sintang Tahun 2Ol2 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang

Peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 11 Tahun 2ol9 (Lembaran Daerah

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11);

27. pefa]rl)rao Daera-h Kabupaten sintang Nomor 5 TalNn 2OL2 tentang Retribusi Jasa usaha (Lemba-ran Daerah Kabupaten

sintang Tahun 2012 ,omor 5, i"-u.i",, kmbaran Daerah KabupJn sintang Nomor 5) sebagaimala telah diubai dengan

peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 4 Tahun 2o2o (Lemba-ran Daerah Kabupaten sintang Tahun 2020 Nomor 4'

Tambahan kmbararl Daerah Kabupaten Sirltang Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 6 Tahun 2ol2 tentang

Kabupaten Sintang Tahun 2oL2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2017

Nomor 8, Tambahan Lemb ararr Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

29. peratvran Daerah Kabupaten sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

(6mbaran Daera-h Kabupaten Sintan;Tahun 2013 Nomor 4, TambahL Lembaran Oaerah I(abupaten Sintang Nomor 4);

3O. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016

Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016

7l;

31. Peraturan DaerahKabupaten sintang Nomor 4 Tahun 2Ol7 lerrtfrrrg Hak Keuangan DaI1 Administratif Pimpinal Dan Anggota

Dewan perwakilan Rakyat Daera-h (Lembara! Daeral Kabupaten sintang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan kmbaran Da€rah

Kabupaten Sintang Nomor 4);

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Kabupaten Sintang Tahun 2079 Nomor 11,

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaimana telah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2Ol7

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang Nomor

32. Peratllran -.-



32. peraturan Daerah Kabupaten sintang Nomor 6 Tahun 2o2o tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah

KabupatensintangTahun2o2ONomor6,TambJalrLembaranDaerahKabupatensintangNomor6);

Dengal Persetqjuan Bersama

DEWAN PERWAKIL,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SiNTANG

MEMUTUSKAN :

MENCTAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBA}IAN ATAS PERATURAN DAEMH KABUPATEN SINTANG NOMOR

11 TAHUN 2O21 TENTANG ANGGARAN PENDAPAT;N OOI.I tB''RtO;A OOERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

1 . Ketentuan Pasal I d iutrah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

BeberapaketentuanyarrgdiaturdalamPeraturanDaerahKabupatensintangNomorllTahun2o2ltentangAnggaranPendapatan
dan Belallja Daerah Kabupaten Sintang Trh,- ;;;;; ZOiZ 1tlenbaran O""'if] Xttt'p"t"n Sintang Tol:lrJ]i, 2O2l Nomor 11)'

mengalami beberapa peruba-han sebagai berikut :

Pasal 1

AnggalanPendapatanDanBel.anjaDaerahKabupatenSintang-TahunAng8ararr2022se:riiu'laberiumlah
Rp.1.798.641.953.+zo,oo u"rt"-u"h *:r*ili?r. tao 

-.*:iiru.,uo,oo 
Iehingga '""3^J np' r 'ess'329'811'734'@ densan

rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.776.573.521.0A0,00

b- Bertambalt - '



Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

16.001.122.623,00b. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah pendapatan setelah perubahan

Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah belanja setelah Perubahan

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula
21. Bertambah / (Berkurang)

.lumiah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaarr
1). Semula
2[. Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

a. PendaPatan AsIi Daerah
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. t .792 .57 4.643.623 
'OO

2.

3.

t.789.141.953.470,00
184.687.858.264,OO

Rp. t.973.829.811-734,00

22.068.432.470,oo
t68.686.735.641,00

Rp. 190.755.168.11 1,00

Rp.
Rp.

9.500.o00.o00,00
0,00

192.L61.000.000,00
8.209.858.275,AO

9.500.000.oo0,oo

181.255.168.111,00

o,00

2AO 370.858.275,00

b. PendaPatan "'

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.



b. PendaPatan Transfer
1). Semula
2\. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pend'apatan Transfer setelah perubahan

a. Pajak Daerah
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

b. Retribusi Daerah
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)

Rp.
Rp.

t.584.4t2.521 .000,00
7.791.264.348,OO

Rp. L.592.20,3.785.348,O0

Pasal 3

(1). pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersumber dari:

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

97 .322.O00.000,o0
0,00

6.to7 .o18.345,0O
0,00

80.231.981.655,00
6.000.000.000,00

Rp. 97.322.000'000,00

Rp. 6.1o7 .o18.345,00

10.709.858.275,OO

86.231.981.655,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1). Semula RP' 8'500'000'000'00

2\ . Bertarrrbah I (Berkurang) Rp ' 2 '2O9 '858 '27 5 
'OO

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp'

Rp.
Rp.

JumlahLain-lainPend.apatanAsliDaerahYangSahsetelahperubahanRp.

(2). pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

l).SemulaRp.1.530.862.521.000,00
2\. Bertarnbah .. '



Rp.

Rp.
Rp.

9.367 .814.287 ,00
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan

Pendapatan Transfer Antar Daerah

1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana d'imaksud dalam Pasal

a. Belanja OPerasi
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan

Belanja Modal
1"). Semula
2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga
1). Semula
2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Belanja Transfer
1). Semula
21. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

1, terdiri atas:

Rp. I .122.237 .972 '856,00
Rp. 169.587.991'306,00

Rp.

Rp. 1.540.230 .335.287,00

b. 53.550.000.oo0,00
(L.576.549.939,0o)

Rp. 51.973.450.061,O0

b.

C.

d.

Rp.
Rp.

t77 .166.806.753,00
26.602.652.758,00

16.otg.250.750,00
(tt.5o2.785.800,00)

l.2gl .825.96+ .162,00

Rp. 203.769.459.511,00

Rp. 4.516.464.950,o0

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

473.717.923.111,O0
0,OO

473.7 t7.923-111,OORp.

Pasal 5 ...



Pasal 5

(1). Belanja operasi sebagaimana dimaksud" dalam Pasal 4 huruf a' terdiri atas:

a. Belanja Pegawat
1). Semula
21. Bertatnbakr I (Berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah penrbahan

c. Belanja Subsidi
1). Semula
2). Bertarrlbalrr I (Berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

d. Belanja Hibah
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b' terdiri atas:

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

691.377 .449.L78,OO
47 .579.337.050,00

Rp. 738.95,6.786.228,OO

409.745.605.O97,00
103.003.005.256,00

1.500.015.581,00
45.000.000,00

Rp. 512.748-610'353,0O

Rp. 1.545.O15.581,OO

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

L9.614.903.000,00
t6.106.649.000,00

Rp. 35.72L.552.OOO,00

Rp.
Rp.

0,00
2.854.OO0.000,o0

Rp. 2.A54.OO0.ooo,00

(21.
a. Belanja Modal Tanah

1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)

Rp.
Rp.

1.078.OOO.000,00
498.OOO.000,00

Jumlah...



b.

C.

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1). Semula RP'

2i. Fiertambah I (Berkurang) RP'

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1). Semula RP'

2i. Bertambah I (Berkurang) RP'

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan

d. Belalja Modal Jalar, Jaringan, dan Irigasi
1). Semula RP' 92'236 959'550'00

zi . t.t[-f"i, / (Berkuraag) Rp' 12 'a37 '7 14 '365'00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi setelah perubahan Rp 1o5 074'673'915'00

39.728.069.673,OO
9.889.112.999,OO

Rp. 1.576.000.000,o0

Rp. 49.6a7 .182.672,OO

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1). Semula
2). Bertambakr I (Berkurang)

Rp.
Rp.

40.218.396.981,00
3.836.885.943,00

3.365.220.000,00
81 . 100.000,00

Rp. 44.055.282-924,00

Rp. 3.446.320.oo0,0o
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan

f. Belanja Modal Aset LainnYa
1). Semula RP'

2j. eertambah I (Berkurang) RP'

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan

(3).BelanjaTidakTerdugasebagaimarradimaksuddalamPasal4hurufc,terdiriatasBelanjaTida-kTerduga,Yaitu:
a. Semlrla - RP- 16 O19'25O'750'O0

b. Bertambah / (Berkurang) Rp (11'502'785'000'00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp' 4'5L6'465 75o'o0

(4). Belanja '

540.160.549,OO
(540. 160.549,00)

Rp. 0,oo



(a). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

a. Belanja Bagi Hasil
1). Semula
2). Bettambah I (Berkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan
1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Pasal 6

AnggaranPembiayaanDaerahsebagaimanadimaksuddalam
a. PenerimaanPembiayaan

1). Semula
2). Bertambah I (Berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembi ayaarr setelah perubahan

b. Pengeluaran PembiaYaan
1). Semula
2). Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

huruf d, terdiri atas:

Rp.
Rp.

to.342.901.835,00
0,00

Rp. to.342.901.835,00

b.
Rp.
Rp.

Pasal

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

463.375.O21.276,00
0,00

Rp. 463.375.A21 .276,OO

1, terdiri atas:

22.068.432.470,oo
t68.686.735.641,00

Rp. 190.755.168.1 11,00

9.500.000.000,00
0,oo

Rp. 9.500.000.000,o0

Pasal 7

(1). penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf a, terdiri atas sisa Lebih

Tahun SebelumnYa, Yaitu:
a. Semula 

ur''rq' Rp' 22'068'432'470'00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp' t68'686'735'641'OO

Jumlah Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan Rp'

Perhitungan Anggaran

190.755.168-1 1 1,OO

(21. Pengeluaran "'



(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana
a. Semula
b. Bertambah / (Berkurang)

dimaksud dalam Pasal 6
Rp.
Rp.

huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal
9.500.o00.000,0o

0,O0
Rp.

Daerah, Yaitu:

9.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan

Pasal 8

(1). Dalam keadaan da.rurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daera-h dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya da.i/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapksn dalam

peraturan Daerah ini, yan[ seh,juthya dimasukan arr^n i".rt"i."n Anggafan Pendapatan dan Belanja Daerah

KaLrupaten Sintang Tahun Anggaran 202 1'

(2). Keada-an darurat sebagaimara dima-ksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana a.lan, bencana non-alam, bencala sosia-l dan/atau kejadial luar biasa;

b. Pelatsanaan operasi pencarial dan pertolongani dan/atau
c. kerusakal sarala/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanar publik'

(3). Keperluar mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Kebutuhandaerahdalamrangkapelayanandasarmasyalakatyanganggarannyabelumtersediadalamtahurt
anggaran be{alal;

b. Bela4ja daerah yallg bersifat mengikat darl belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada"di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksika. sebelumnya' serta

amanat peraturan perundang-undangan; dal/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akaIl menimbulkan kerugian yang lebih besal ba'gi Pem€rintah

Daerah dan/atau masya.rakat

Pasal 9

Uraian lebih laljut Anggaran Pendapatan dan Belalja Daera-h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1' tercantum dalam

Lampiranya,rrgmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanDaeralKabupatensintanginiterdiridari:
l.LaInpiranlRingkasanPerubahalAnggaranPendapatandanBelanjaDaerchyangDiklasiflkasiMenurutKelompok

dan Jenis Pendapata!, Belanja, dan Pembiayaan;

2- LamPitan ...



6.
7.

2. LamPiran II

3. LamPiran III

4. Lampiran IV

5. LamPiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX
10. Lampiran IX
11. LamPiran XI

12. LamPiran XII
13. LamPiran XIII

t4. Lampiran XIV

15. LamPiran XV
16. Lampiran XVI

Ringkasan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah'

organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program' Kegiatan'

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah

danFungsiDalamKerangkaPengelolaanKeuanganNegara;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;
Sinkronisasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerinlah Daerah dan

perubahan ppAS dengan Rancangan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dendan Program Prioritas Daerah;

DaftarJumlahPegawaiPerGolongandanPerJabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali

DalamTahunAnggaranYangDirencanakan(TahunPertama);
Daftar sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kernbali

DalamTahunAnggaranYangDirencanakan(TahunKedua);
Daftar Dana Cadangan;
Daftar Pinjaman Daerah;

Pasa.l 10

BupatiSintangmefletapkanPeraturantentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahsebagailandasan
operasionat pet.ksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'

PASAL II ...



PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Daerah Kabupaten Sintang.

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Oktober 2022

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 21 Oktober 2022

DAERAH I{ABUPATEN SINTANG,

HASNATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 2
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